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BUPATIPANGANDARAN 

PROVINSl JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR 14  1'A�TJN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2022 

Menimbang 

Mengingat 

DENCAN RAIIMAT TUII
A

.i� YANG MAIIA IJ:SA 

BUPATI PANGANDARAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dala.111 Negeri Nuu:to1 20 Tal.luu 20i8 

tentang pengelolaan keuangan desa, perlu meneta.pkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Kor-upsi, Kolusi daii Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta. Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Petunjuk Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8

Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan

Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Pangandaran Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan
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Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10

Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun

2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13

Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran

Nomor 13);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan dan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran

Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9

Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun

2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

12.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018

tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten

Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran

Tahun 2018 Nomor 53);

13.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 22);

14.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 51 Tahun 2019

tentang Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten

Pangandaran Tahun 2019 Nomor 51);

15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2021

tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor

57).
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 

ANGGARAN2022. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten 

Pangandaran. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD

adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah;

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Repu blik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut

dengan nama lain adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut

BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
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penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, 

jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang

undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah

dibahas dan disepakati bersama Badan

Permusyawaratan Desa.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban

Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan desa.

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut

RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun.

13. 

14. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

selanjutnya disebut APBD adalah 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pangandaran. 

Daerah, 

Anggaran 

Ka bu paten 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 

disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

APBD dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat.

16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD,

adalah dana perimbangan yang diterima Daerah

dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
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17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat

menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung

seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang

ditetapkan.

18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari

seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa

melalui Rekening Kas Desa.

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya

disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran.

BAB II 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA 

Pasal 2 

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan

Kewenangan Desa dan RKP Desa;

b. prinsip penyusunan APBDesa;

c. kebijakan penyusunan APBDesa;

d. teknis penyusunan APBDesa;

e. standar harga; dan

f. hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun

Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3 

(1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan

penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun

Anggaran 2022.

(2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada

Camat.



Pembina IV/ a 
NIP. 19701002 199901 1 001 

'f Hidayat, S.H.,M.Si 

- 7 -

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran. 

Diundangkan di Parigi 

pada tanggal 25 Februari 2022 

    SEKRETARIS DAERAH   

KABUPATEN PANGANDARAN, 

                 H. KUSDIANA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

TAHUN 2022 NOMOR 14

Ditetapkan di Parigi 
pada tanggal 25 Februari 2022 
BUPATI PANGANDARAN, 

H. JEJE WIRADINATA

ttd.

ttd.




